BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan mengenai Pertimbangan Putusan

Hakim terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Sema Nomor. 4

tahun 2010 yakni:

a) Dalam hal pertimbangan Putusan hakim terhadap korban penyalahgunaan
narkotika berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 yaitu alat bukti yang
diantaranya keterangan saksi, dimana dengan keterangan saksi yang ada dapat
membuka cakrawala hakim untuk mencari kebenaran dan menjadi salah-satu
rekomendasi dalam hal pertimbangan putusan hakim, keterangan ahli
merupakan professional dikeahliannya yang dapat membantu hakim dalam
menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim, keterangan surat
menjadi salah-satu bukti legal terhadap suatu kejadian pidana yang dapat
dijadikan sumber hakim dalam memutus suatu perkara pidana, petunjuk
adalah akumulasi dari keterangan saksi keterangan ahli, dan bukti surat yang
lebih menguatkan suatu dasar pertimbangan hakim dalam hal memutus suatu
perkara pidana, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa menjadi dasar
pembanding oleh hakim dalam pertimbangan suatu putusan perkara pidana
dan keberadaan sema No. 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Korban
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b)

Medis dan Sosial merupakan dasar pembanding dalam pertimbangan hakim
yang pada dasarnya mengacu pada Undang-undang No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika berdasarkan hirarki Perundang-undangan;

Dalam hal pelaksanaan putusan hakim mengacu pada pertimbangan
berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa serta berdasarkan keyakinan hakim dan ditunjang
dengan tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis
tanggungjawab pidana serta tahap penemuan pemidanaan yang dapat
melahirkan suatu pelaksanaan putusan berdasarkan tujuan hokum, yang

Implementasinya pada kehidupan social, pemerintah dan masyarakat.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam hal tersebut diatas adalah

Dengan memperhatikan dan lebih kooperatif dalam menggali keterangan
saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang
menjadi dasar dalam hal pertimbangan hakim sehingga melahirkan putusan
yang mengedepankan tujuan hokum yakni kepastian hokum, keadilan dan
kemanfaatan bagi kehidupan social dalam hal ini masyarakat yang bertindak
sebagai saksi haruslah mendukung sikap kooperatif hakim dalam menggali
keterangan saksi dalam persidangan, melalui sikap yang kooperatif pula demi
tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang telah menjadi cita-cita

tujuan hokum itu sendiri;
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b) Dengan adanya tahap analisis perbuatan pidana, tanggungjawab pidana dan
penemuan pidana haruslah hakim dapat mensinergikan ke tiga tahapan tadi
dengan keyakinan hakim sehingga melahirkan putusan yang mengedepankan
tujuan hukum. Serta dengan adanya ketetapan hokum tetap tentang tindakan
penyalahgunaan narkotika maka pemerintahpun harus lebih kooperatif

menjalankan tugas dalam hal sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika.
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

2. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

3. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
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